SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PERJALANAN DINAS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun
2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan Regional serta dalam rangka
efektifitas pengaturan perjalanan dinas pada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga
Satuan Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2024;

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun
2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021
Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PERJALANAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

6. Standar Harga Satuan Kabupaten Pandeglang adalah satuan harga biaya
tertinggi/maksimal dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Pandeglang
Tahun Anggaran 2024.



Pasal 2

(1) Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun
Anggaran 2024, meliputi:

a. satuan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan satuan belanja
perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;

b. satuan belanja paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;

c. satuan belanja tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri (pergi
pulang) dan biaya taksi;

(2) Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan secara lumpsum dengan memeperhatikan prinsip
efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun
Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam perencanaan
dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Standar Harga
Satuan berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Standar Harga
Satuan berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan
anggaran kegiatan; dan

b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui
karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.



Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 29 November 2023

BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
IfEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,

M.MURYANTO,SH
Nip. 19661005 200212 1 003




